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Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat
perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian
Perkawinan bukanlah hal yang popular dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran
bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya sepenuh
hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian
perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada
hanya harta pribadi masing-masing dari suami atau istri. Mengenai perjanjian perkawinan ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 29. Permasalahan yang
dikemukakan padatesisini adalah apakah dimungkinkan pengesahan perjanjian perkawinan setelah
perkawinan berlangsung serta apakah konsekuensi dari perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga yang
tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam tesisini adalah tipe penelitian
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan
mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mensahkan perjanjian perkawinan
tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak
didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut
tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan
tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat terhadap pihak ketiga.

<hr>Marital agreement is an agreement between a husband or wife, to arrange a marriage due to their
property, which deviates from unity wealth. The marriage agreement is not popular in the community,
because the community there is the idea that a husband and wife who made a marriage agreement is
considered not wholeheartedly love their partner, because they do not want to divide the wealth obtained.
Thisis dueto the existence of the marriage covenant itself in the marriage there is no joint property and that
there are only personal property of each of the husband or wife. Regarding the marriage agreement is
regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 29. The problem presented in this thesis is whether the
possible ratification of the treaty of marriage after the marriage took place and whether the consequences of
the marriage covenant against third parties who are not registered with the registration of marriage, the
research in this thesis is the type of normative research, the study of primary legal materials and secondary
law.
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From the results of this study concluded the requirements that must be met in order for amarriage
agreement has binding force on the third party isto ratify the marital agreement to the employee registration
of marriage as set out in Article 29 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The legal
consequences if the marriage covenant are not registered to the husband and wife have no legal
consequences are significant, because the agreement remains binding to both parties, while for athird party,
if the marriage covenant are not registered then the legal consequences of the marriage covenant does not
have binding legal force to third parties.



